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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Pajak, Kontrol 
perilak, dan Ketegasansan sanksi terhadap kepatuhan pajak yang dimana populasi dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 respoden. Metode 
penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa secara parsial atau uji t sosialisasi pajak, kontrol perilaku dan ketegasan sanksi 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan uji F didalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kontrol perilaku dan ketegasan 
sanksi secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
Kata kunci :Sosialisasi Pajak, Kontrol Perilaku, dan Ketegasan Sanksi 
 
 
Abstract 
This research was made due to find out about the influence of tax socialization, 
behavior control, and assertiveness of sanctions against tax compliancewhich is listed on 
atKPPPratama Palembang SeberangUlu. As for the sampel are 100 respondents.  The 
research methods that were isedcalled  multiple linear regression. The result show that 
partially or t test influence of tax socialization, behavior control, and assertiveness of 
sanctions against tax compliance can effect, and then result F test showed that influence 
of tax socialization, behavior control, and assertiveness of sanctions simultaneously have 
significant effect on tax compliance at KPP Pratama Palembang SeberangUlu. 
 
Key word :Tax Socialization, Behavior Control, Assertiveness of Sanctions 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat 
masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib 
Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan 
perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga 
menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. 
Perilaku tidak patuh sering kita jumpai seperti perilaku ketidakpatuhan dapat dilihat 
dari kebiasaan Wajib Pajak untuk menunda-nunda pembayaran kewajiban pajaknya, 
dengan sengaja maupun tidak sengaja membayar tepat waktu dan ada beberapa 
masyarakat yang seharusnya telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak dengan 
sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.  
Kepatuhan Wajib Pajak mutlak diberlakukan untuk mencapai suatu efektivitas 
tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara Republik Indonesia. 
Kepatuhan juga diartikan sebagai intensitas Wajib Pajak untuk mengisi dan 
melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
Menurut Theory of Planned Behavior (TPB)) menyatakan ada tiga faktor 
independen yang menentukan niat seseorang untuk berperilaku. Pertama adalah 
sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (favorableness) atau 
perasaan tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi 
yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang 
didapatkan dari perilaku tersebut. Kedua adalah norma subjektif yang mengarah 
pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau 
tidak. Ketiga adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada 
persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk 
mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang 
diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana 
seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku 
yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin memihak 
suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol 
perilaku, maka semakin besar pula niat individu untuk melakasanakan perilaku 
tersebut dibawah pertimbangannya. 
Selain kontrol prilaku yang harus dilakukan Wajib Pajak, sanksi perpajakan 
juga sebagai alat kontrol dan pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. Perlunya ketegasan sanksi pajak dilaksanakan untuk menciptakan 
kepatuhan Wajib Pajak, namun rendahnya persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan 
sanksi perpajakan mengakibatkan kelalaian Wajib Pajak yang cendrung dapat 
mengabaikan kewajiban perpajakannya. 
Menurut data dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Target dan 
Realisasi Penerimaan Pph Pasal 21 Tahun  2013-2017 pajak cenderung naik pada 
tahun 2013 sampai 2015 namun menurun pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2016. 
Oleh karena itu, hal ini menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib 
pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berikut tabel yang menjelaskan 
tentang target dan realisasi penerimaan Pph Pasal 21 di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu dari tahun 2013 sampai 2017. 
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Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pph Pasal 21 
Tahunan  2013-2017 
No Tahun Target Realisasi 
1 2013 22.448.890.000 26.671.195.304 
2 2014 28.871.080.000 37.944.657.700 
3 2015 34.536.060.000 48.935.882.416 
4 2016 55.896.890.000 42.215.061.531 
5 2017 67.658.954.000 42.457.417.444 
                Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu Palembang 
 
Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui 
apakah sosialisasi perpajakan, kontrol perilaku, dan ketegasan sanksi terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak orang  pribadi. Salah satu instansi terkait yang berperan 
penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). KPP berperan penting dalam memberikan pelayanan pajak kepada Wajib 
Pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kontrol Perilaku, dan Ketegasan 
Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
orang pribadi ? 
2. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi ? 
3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang Sebrang Ulu. 
2. Penelitian ini hanya terbatas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pratama Palembang Sebrang Ulu. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Theory of Planned Behavior 
Teori kepatuhan adalah perilaku  yang di timbulkan oleh individu muncul 
karena adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor (Mustikasari, 2007), 
yaitu : 
a Behavioral Beliefs 
Behavioral Beliefs adalah merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku atas hasil tersebut. 
b Normative Beliefs 
Normative Beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain motivasi 
untuk memenuhi harapan tersebut. 
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c Control Beliefs 
Control Beliefs adalah suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan persepsinya 
seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. 
 
2.2 Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (KUP)  
bahwa pajak adalah konstribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
2.3 Jenis Pajak 
2.3.1 Pajak Pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan  dimanfaatkan 
untuk membiayai negara.  
2.3.2 Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah dan dimanfaatkan untuk 
membiayai daerah. Berdasarkan subjek pajak atau pihak yang wajib 
membayar pajak, maka jenis pajak yang dikenakan wajib pajak memiliki dua 
kategori yaitu Pajak Perorangan dan Pajak Badan. 
2.3.3 Pajak Perorangan 
Pajak perorangan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 
Contohnya Pajak Penghasilan. 
2.3.4 Pajak Badan 
Pajak badan adalah pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. 
Contohnya pajak atas laba perusahaan. 
 
2.4 Fungsi Pajak 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 
dana penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
pembangunan. 
2. Fungsi Regularend (Pengatur) 
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi agar tercapainya 
kepentingan dan kemajuan negara. 
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti  ketaatan pada 
ajaran atau aturan yang diwajibkan. Sedangkan menurut Tiraada yang dikutip oleh 
Nurulita Rahayu (2017) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal 
ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. 
 Dua jenis kepatuhan Wajib Pajak diantaranya, yaitu; kepatuhan formal 
adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannnya 
secara formal sesuai dengan  ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 
Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana para Wajib Pajak memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa dari undang-undang 
perpajakan. 
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2.6 Sosialisasi Perpajakan 
Menurut Rimawati (2013) sosialisasi perpajakan adalah suatu cara yang dilakukan 
oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan 
khususnya Wajib Pajak agar  mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan 
baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. 
 
2.7 Kontrol Perilaku 
Ajzen (1991) dalam Widi dan Bambang (2012) mengatakan bahwa kontrol perilaku 
yang dipersepsikan memengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku 
yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang 
tersebut. Keyakinan kontrol akan melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
adalah keyakinan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung 
atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan.  
 
2.8 Ketegasan Sanksi 
Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  tindakan-tindakan untuk 
memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan undang-undang. Peraturan atau 
undang-undang merupakan petunjuk bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 
mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi 
diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). 
 
 
2.9 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 
Diagram Hubungan antar Variabel Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 Hipotesis  
H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang          
pribadi 
H2 : Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang           
pribadi 
H3 : Ketegasan Sanksi  berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang          
pribadi 
 
 
 
 
 
Sosialisasi 
Perpajakan  (X1) 
Kontrol Prilaku 
(X2) 
Ketegasan Sanksi 
(X3) 
Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini 
menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian, yaitu tiga variabel 
independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel-variabel 
independen (bebas) meliputi : sosialisasi perpajakan (X1), kontrol prilaku (X2), dan 
ketegasan sanksi (X3). Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kepatuhan 
Wajib Pajak (Y). 
 
3.2 Objek dan Subjek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu, sedangkan yang menjadi 
subjek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Sebrang Ulu. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
- Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebesar 58.627 
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
- Sampel 
Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus 
Slovin agar bisa dapat mengetahui beberapa besar jumlah sampel yang 
diinginkan. Rumusnya sebagai berikut (Sanusi, 2011) : 
𝐧 =
𝐍
𝟏 + (𝐍 × 𝐞𝟐)
 
Dimana : 
n  : ukuran sampel 
N : ukuran sampel 
e : Persentanse kelonggaran ketidaktelitian diakibatkan oleh kesalahan 
pengambilan sampel yang masih di inginkan, dalam sampel ini adalah 10% 
Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 
pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dengan menggunakan rumus Slovin 
menghasilkan 100 responden. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuesioner 
kepada Wajib Pajak orang pribadi, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran 
umum KPP Palembang Sebrang Ulu yang dilakukan melalui data Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang terdaftar di KPP Palembang Sebrang Ulu dan wawancara langsung 
kepada narasumber. Kuisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus 
dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gamabaran Umum Objek Penelitian 
Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Sebrang Ulu Palembang atas dasar Peraturan 
Menteri Keuangan tanggal 29 Maret 1994 Nomor 94/KMK.01/1994 tentang 
Oganisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak, KPP Palembang Selatan 
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mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2001 menjadi KPP Palembang 
Seberang Ulu dan diubah terakhir menjadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
pada tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan 67/PMK.01/2008 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dierektorat Jendral Pajak 
sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009.   
 
4.2 Hasil Penelitian 
 
4.2.1 Uji Analisis Linier Berganda 
      Tabel 4.1  
              Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
 
B Sig 
(Constant) 
Sosialisasi 
Kontrol 
Ketegasan 
,616 
,348 
,324 
,230 
,018 
,001 
,001 
,024 
                 
                                Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018 
Maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
𝐘 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟔 + 𝟎, 𝟑𝟒𝟖𝐗𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟐𝟒𝐗𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟎𝐗𝟑 + 𝐞  
Pada persamaan  diatas menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,616. 
Artinya jika Sosialisasi, Kontrol, dan Sanksi bernilai nol, maka besarnya 
kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 
0,616 satuan (karena nilai konstanta uji regresi linier berganda positif). 
Koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai 
sebesar 0,348 berarti akan  terjadi pengaruh atau hubungan positif anatara 
sosialisasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika sosialisasi 
meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,324 satuan. 
Koefisien regresi kontrol perilaku (X2) menunnjukkan nilai sebesar 
0,324, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif antara kontrol 
perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika kontrol perilaku 
meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai kontrol perilaku akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,324 satuan. 
Koefisien regresi ketegasan sanksi (X3) menunjukkan nilai sebesar 
0,230, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif ketegasan sanksi 
dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika ketegasan sanksi meningkat 
sebesar 1 satuan, maka niali kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,230 satuan. 
 
4.2.1 Uji Hipotesis 
 Uji Parisal 
1. Sosialisasi (X1) mempunyai nilai signifikan 0,001 yang berarti nilai 
lebih kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 3,441 dan ttabel  1,984 thitung  > 
ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sosialisasi (X1) 
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berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Karena nilai signifikan yang lebih 
kecil dari 0,05 dan thitung  > ttabel, maka h01 ditolak dan ha1 diterima. 
2. Kontrol (X2) mempunyai nilai signifikan 0,001 yang berarti nilai lebih 
kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 3,415 dan ttabel  1,984 thitung  > ttabel 
berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan Kontrol (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Karena nilai signifikan yang lebih 
kecil dari 0,05 dan thitung  > ttabel, maka h02 ditolak dan ha2 diterima. 
3. Ketegasan (X3) mempunyai nilai signifikan 0,024 yang berarti nilai 
lebih kecil dari 0,05 dengan thitung  sebesar 2,299 dan ttabel  1,984 thitung > 
ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ketegasan (X3) 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama  Palembang Seberang Ulu. Karena nilai signifikan yang 
lebih besar dari 0,05 dan thitung  >  ttabel, maka h03 ditolak dan ha3 diterima. 
 
- Uji Simultan 
                           Tabel 4 
                 Hasil Uji F (Simultan) 
 
Model F Sig. 
1 Regression 41,098 ,000
b
 
Residual   
Total   
 
                                                  Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018 
Berdasarkad n tabel diatas memiliki hasil nilai Fhitung sebesar 
41, 098 > dari Ftabel 2,70 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < dari 
0,05. Nilai 2,70 didapat dari melihat tabel F dengan jumlah 100 
responden dikurangi dengan banyak variabel. Dari data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikan yang terjadi pada 
variabel X terhadap variabel Y, maka dapat dikatakan Sosialisasi 
(X1), Kontrol (X2), dan Ketegasan (X3) secara simultan/bersamaan 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
4.3 Pembahasan 
- Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Sosialisasi (X1)  
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana thitung 
sebesar 3,441 ≥ ttabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0.001 ≤ 0,05, maka Ha1 
diterima, dikarenakan hasil menunjukan dengan adanya pelayanan berkualitas 
yang diberikan kepada wajib pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak yang 
memiliki kompetensi dalam skill, knowledge dan experience dalam bidang 
kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, perundang-undangan perpajakan. 
Hal yang terjadi pada KPP Palembang Seberang Ulu dimana sosialisasi 
perpajakan yang dilakukan, yaitu dengan diadakannya kelas pajak yang biasanya 
dilaksanakan perminggu atau perbulan dengan minimal 20 orang. Selain itu, 
sosialisasi perpajakan juga diikuti dari pihak luar misalnya di pertamina. Dari 
diadakannya sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
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meningkat, misalnya sosialisasi SPT tahunan melalui E-Filling sejak tahun 2017 
meningkat dikarnakan melalui E-Filling online. Semakin baik memberikan 
sosialisasi dalam penjelasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak akan paham 
mengenai bidang perpajakan dan semakin banyak sosialisasi yang diberikan DJP 
terhadap wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binambumi (2013) yang 
menyatakan sosialisasi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak dan terdapat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak. 
 
- Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel Pengetahuan (X2)  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,  dimana 
thitung sebesar 3,415 ≥ ttabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0.001 ≤ 0,05, maka 
H02 diterima. Pada hasil uji tersebut menyatakan bahwa kontrol berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan responden menganggap 
kontrol wajib pajak itu penting dan responden menganggap bawah kontrol wajib 
pajak  akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari indikator yang telah 
dibuat oleh pihak fiskus membuat kontrol perilaku menjadi efektif.  
Sesuai dengan Theory of Reasoned Action yang di perkenalkan oleh 
Ajzen dan Fishbein dalam (Jogiyanto, 2007). Teori ini mengemukakan bahwa 
salah satu asal pembentuk perilaku adalah adanya niat seseorang untuk 
berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga kepercayaan yaitu 
kepercayaan perilaku yang membentuk sikap, kerpercayaan normative yang 
membentuk norma subjektif dan kepercayaan kontrol yang membentuk kontrol 
perilaku persepsian. 
Penelitian ini sejalan dengan Widi Dewi Ernawati dan Bambang  (2010) 
yang menunjukkan bahwa kontrol prilaku berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kuat persepsi 
ahli pajak atas kuatnya sistem pengendalian perpajakan yang diterapkan di 
Indonesia, semakin mendorong ahli pajak untuk langsung berperilaku patuh. 
 
- Pengaruh Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Sanksi (X3)  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana 
thitung sebesar 2,299  ≥  ttabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,024 ≤ 0,05, 
maka H03 diterima. Pada hasil uji tersebut menyatakan bahwa ketegasan sanksi 
akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan 
sanksi yang tegas dari DJP membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan 
menjadi patuh dan taat dalam menjalankan administrasi perpajakannya. 
Peraturan pajak dapat mendorong wajib pajaknya itu sendiri baik perorangan 
maupun badan dapat untuk bersikap patuh dan taat terhadap sanksi jika bakal 
wajib pajak melakukan pelanggaran dalam perpajakannya. Ketegasan sanksi 
yang terjadi pada KPP Palembang Seberang Ulu, yaitu dapat berupa himbauan, 
STP (Surat Tagihan Pajak), teguran, penagihan, surat paksa, dan blokir. Sesuai 
dengan teori Theory of Planned Behavior dimana sanksi perpajakan harus 
diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib 
pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Sejalan 
dengan penelitian oleh Kristina (2015) yang menyatakan ketegasan sanksi 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak . 
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- Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1), Kontrol Perilaku (X2),  dan 
Ketegasan Sanksi (X3) Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi (Y) 
Berdasarkad n tabel diatas memiliki hasil nilai Fhitung sebesar 41, 098 > dari Ftabel 
2,70 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05. Nilai 2,70 didapat dari 
melihat tabel F dengan jumlah 100 responden dikurangi dengan banyak variabel. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikan yang terjadi pada 
variabel X terhadap variabel Y, maka dapat dikatakan Sosialisasi (X1), Kontrol 
(X2), dan Ketegasan (X3) secara simultan/bersamaan berpengaruh terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu. 
Artinya adanya sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak dalam memberi 
informasi dan pelayanan yang baik dan kontrol perilaku yang baik akan 
membuat wajib pajak lebih patuh serta diimbangi dengan ketegasan sanksi yang 
tegas dari DJP membuat Wajib Pajak menjadi patuh dan taat dalam menjalakan 
adminitrasi perpajakan dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan 
kewajibannya. Dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.  Hal yang terjadi 
pada KPP Palembang Seberang Ulu dimana diadakannya sosialisasi perpajakan 
maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, misalnya sosialisasi SPT 
tahunan melalui E-Filling sejak tahun 2017 meningkat dikarnakan melalui E-
Filling online.  
2.  Kontrol perilaku berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin 
besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat 
seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Dari indikator yang telah dibuat 
oleh pihak fiskus membuat kontrol perilaku menjadi efektif.  
3.  Ketegasan sanksi berpengaruh dan signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketegasan atas jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Sebab sanksi 
perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan 
akan dipatuhi. Ketegasan sanksi yang terjadi pada KPP Palembang Seberang Ulu, 
yaitu berupa himbauan, STP (Surat Tagihan Pajak), teguran, penagihan, surat 
paksa, dan blokir. 
4. Sosialisasi perpajakan, kontrol perilaku dan ketegasan sanksi secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Didukung dengan kondisi 
lapangan yang mana sikap fiskus yang memberikan pelayanan, infromasi dan 
sosialisasi kepada wajib pajak dengan baik, adil dan jelas kepada semua wajib 
pajak yang terdaftar, yang dimana telah melakukan sosialisasi dengan baik akan 
membuat wajib pajak patuh dilingkungannya dan sistem perpajakan yang 
semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi secara online yang sudah 
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banyak di ketetahui oleh wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak untuk 
melaporkan pajak terhutangnya. 
 
 
5.1 Saran 
1. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diharapkan dapat lebih sering 
memberikan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung 
dan juga ketegasan sanksi kepada para pelanggar pajak , agar wajib pajak dapat 
memahami tentang ketentuan dan peraturan perpajakan serta sanksi apa saja yang 
dikenakan kepada wajib pajak. 
2. Disarankan untuk penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan variabel lain 
seperti kualitas pelayanan fiskus,kepuasan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak 
akan tarif pajak, dan sistem perpajakan agar dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak serta dapat memperluas ruang lingkup dalam penelitian wajib pajak 
akan sampel berdasarkan jenis wajib pajak. 
. 
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